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NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN 

HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 1. Undang-Undang 

  

PARAF HIERARKHIS 
  

    ASISTEN I 
  

  
    
    
ASISTEN I! 

ASISTEN III 

  KABID 
  

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, 

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 

2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan dan Gaji Ketiga Belas kepada 

Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021, 

28 1999 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nomor Tahun tentang 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851), 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952), 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

abupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269), 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Memperhatikan : 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

Tahun 2021, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 

KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

3. Bupati, Wakil Bupati adalah Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati Bone 

Bolango. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 

mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). 

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah 

untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

Pasal 2 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 diberikan kepada 

Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada



bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

daerah. 

Pasal 3 

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. PNS dan Calon PNS, 

b. PPPK: 

c. Bupati dan Wakil Bupati, dan 

d. Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk: 

a. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, 

b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. 

Pasal 4 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal: 

a. Sedang cuti di luar tanggungan negara, atau 

b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam 

maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat 

penugasannya. 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: 

a. gaji pokok, 

b. tunjangan keluarga, 

Cc. tunjangan pangan atau tunjangan beras, dan 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang 

Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan 

dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan 

dan Anggota DPRD, 

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, terdiri 

atas: 

a. 80Y46 (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, 

b. tunjangan keluarga,



Cc. tunjangan pangan atau tunjangan beras, dan 

d. tunjangan umum. 

Sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. 

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, tidak termasuk: 
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(3) 

Tunjangan kinerja, 

Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain, 

Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain: 

Insentif kinerja, 

Insentif kerja, 

Tunjangan pengelolaan arsip statis: 

Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau 

tunjangan lain yang sejenis, 

Tunjangan pengamanan: 

Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau 

tunjangan kehormatan, 

Tambahan penghasilan bagi guru PNS, 

Insentif khusus, 

Tunjangan khusus, 

. Tunjangan pengabdian, 

Tunjangan operasi pengamanan, 

Tunjangan selisih penghasilan, 

Tunjangan penghidupan luar negeri, 

Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah, 

dan 

Tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 5. 

Pasal 7 

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari 

Raya. 

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan 

setelah tanggal Hari Raya. 

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April 2021.



Pasal 8 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan 

paling cepat pada bulan Juni 2021. 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah 

bulan Juni 2021. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021. 

Pasal 9 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan 

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pasal 10 

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 

(satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 

1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. 

Pasal 11 

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 

(satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) 

yang nilainya paling besar. 

Pasal 12 

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021. 

BAB III 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
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Pasal 14 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji 

bulanan. 

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan 

untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

Pasal 15 

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 

diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran 

belanja pegawai. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

2021    
HAMIM POU    

Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal 3 Mei 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE NE BOLANGO, 

    

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 14



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 
Jin. Prof.DR.Ing.B.J. Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO 

  

  

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2021 Suwawa, Mei 2021 

Kepada Yth, 

Bupati Bone Bolango 

Di 

Tempat 

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 

GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021 

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI 

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas 

UNTUK :Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati 

Bone Bolango 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

EN AWAL ABDLYAH PAKAYA, SH 
NIP. 19730606 200604 1 031



  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435 - 8591466 
  

TELAAHAN STAF 

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango 

Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango 

Nomor : 900/BKPD-BB/IV/3yg 2021 

Tanggal : 30 April 2021 

Perihal : Permohonan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang bersumber 

dari APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2021 

  

Il Dasar 

Il. Pertimbangan : 

Ill. Saran 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, 

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021: 

. Bahwa sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

63 Tahun 2021 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai teknis 

pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah, 

. Sehubungan dengan angka 1 di atas, perlu kiranya menetapkan 

Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021. 

Sehubungan dengan hal-hal di atas, mohon kiranya Bapak Bupati untuk 

mempertimbangkan permohonan dimaksud. 

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan Bapak 

kami ucapkan terima kasih. 

   

    

ak pe Sha Sad 

LA 
T NIP. 19630702 198602 1 003


